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ABSTRAK 

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum dan menempatkan 

hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, maka seluruh komponen 

masyarakat wajib mematuhi dan menaati hukum, termasuk Presiden. Bahwa grasi 

merupakan kekuasaan Presiden, didasarkan atas ketentuan Pasal 14 (1) UUD 1945. 

Rumusan masalah adalah Pertama, bagaimana Politik Hukum Pemberian Grasi Oleh 

Presiden Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia? Kedua, bagaimana 

Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif 

Hak Asasi Manusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis normatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data 

adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan 

Pertama, politik hukum pemberian grasi oleh Presiden yaitu a) putusan pengadilan 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) permohonan grasi belum lewat satu 

tahun terhitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) 

permohonan grasi belum pernah diajukan sebelumnya; d) terpidana, kuasa hukumnya, 

atau keluarganya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden; e) grasi diajukan 

tertulis kepada Presiden; f) salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan 

yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung; 

g) permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui kepala 

lembaga permasyarakatan tempat terpidana menjalankan pidana. Kedua, pemberian 

grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah; a) Presiden secara 

konstitusional mempunyai hak memberikan grasi kepada terpidana; b) Presiden 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; c) alasan kemanusiaan; d) 

pertimbangan terhadap keluarga terpidana; e) hukuman mati di berbagai negara 

cenderung berkurang; f) upaya pemerintah untuk mengadvokasi warga negara diluar 

negeri dari ancaman hukuman mati. 
 


